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NOODWEER EXCES TERHADAP PELAKU PEMBEGALAN DITINJAU 

DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI 

 

ABSTRAK 

Dalam interaksi sosial, hubungan antarindividu menghasilkan berbagai 

peristiwa sosial, termasuk kejahatan. Kejahatan seperti pembegalan, yang sering 

terjadi pada malam hari, melibatkan perampasan dengan kekerasan terhadap 

korban, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam hukum positif, masuk dalam 

ranah hukum pencurian dengan kekerasan atau pemerasan menurut KUHP. 

Korban yang membela diri terkadang berhadapan dengan pertanyaan hukum 

apakah tindakannya sah jika mengakibatkan kematian pelaku. Hukum 

menegaskan bahwa semua individu, termasuk pelaku kejahatan, memiliki hak atas 

perlindungan hidup, namun setiap kasus memerlukan penilaian terhadap fakta 

keadaannya masing-masing. Viktimologi mempelajari peran korban dan dampak 

kejahatan untuk membantu dalam pembuatan kebijakan pencegahan kejahatan 

yang lebih baik. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dianalisis dengan menggunakan 

metode normatif, berfokus pada analisis norma-norma atau peraturan yang 

berlaku dalam suatu sistem hukum atau sistem normatif lainnya. Penelitian ini 

ditinjau dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan 

teori, serta pendekatan konspetual sebagai dasar pengumpulan data. Penggunaan 

beberapa teori, seperti Theory Of Necessary Defense, Theory of pointles 

punishment, serta Victim precipitation theory yang juga menjadi dasar pengkajian 

penelitian ini untuk menemukan hasil penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Noodweer Exces, yang mencakup 

pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) 

KUHP, menyatakan bahwa tindakan tersebut "tidak dipidana". Namun, tidak 

sepenuhnya menghapuskan pidana, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. 

Situasi ini terjadi ketika seseorang mengalami goncangan jiwa hebat akibat 

serangan atau ancaman, yang kemudian mengakibatkan kematian pelaku 

kejahatan, seperti dalam kasus pembegalan. Studi viktimologi tentang korban 

kejahatan memberikan wawasan dalam memahami peran korban dalam kejahatan 

pembegalan. Tipologi korban menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, korban 

mungkin memicu kekerasan yang mengarah pada kematian pelaku, menghadirkan 

konsep bahwa "korban lebih bersalah dari pelaku". Dalam konteks hukum, 

Noodweer Exces dapat dianggap sebagai faktor pemaaf yang dipertimbangkan 

oleh hakim dalam pengadilan, dengan penilaian yang mempertimbangkan semua 

aspek fakta dan keadaan spesifik kasus tersebut. 

 

Kata Kunci : Noodweer Exces, Pembegalan, Viktimologi. 
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NOODWEER EXCES AGAINST THE PERPETRATOR OF ROBBERY 

VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF VICTIMOLOGY 

 

ABSTRACT 

In social interactions, relationships between individuals produce various 

social events, including crime. Crimes such as muggings, which often occur at 

night, involve violent robbery of the victim, although not explicitly regulated in 

positive law, fall within the legal realm of violent theft or extortion according to 

the Criminal Code. Victims who defend themselves sometimes face the legal 

question of whether their actions were legal if they resulted in the death of the 

perpetrator. The law confirms that all individuals, including criminals, have the 

right to the protection of life, but each case requires an assessment of the facts of 

its own circumstances. Victimology studies the role of victims and the impact of 

crime to assist in the creation of better crime prevention policies. 

This research is analyzed using the normative method, focusing on the 

analysis of norms or regulations that apply in a legal system or other normative 

system. This research is reviewed with a statutory approach, case approach, 

theoretical approach, and conceptual approach as the basis for data collection. 

The use of several theories, such as Theory of Necessary Defense, Theory of 

pointles punishment, and Victim precipitation theory are also the basis for the 

study of this research to find research results. 

This study examines the concept of Noodweer Exces, which relates to the 

defense of necessity exceeding the limits set forth in Article 49 paragraph (2) of 

the Indonesian Penal Code. Findings indicate that such actions are considered 

"not punishable," yet not entirely absolved of penalties as certain conditions must 

be met. This situation arises when an individual experiences severe psychological 

shock due to an assault or threat, culminating in the death of the perpetrator, 

particularly in cases of robbery. A victimology analysis of crime victims offers 

insights into the role of victims in robbery incidents. The victim typology suggests 

that, in some instances, victims may provoke violence leading to the death of the 

offender, introducing the notion that "the victim is more culpable than the 

perpetrator." Within a legal framework, Noodweer Exces may serve as a 

mitigating factor evaluated by judges, considering all aspects of the specific facts 

and circumstances of the case. 

 

Keywords: Noodweer Exces, Robbery, Victimology. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Dalam interaksi sosial sehari-hari, terjadi hubungan antara anggota 

anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Keterkaitan 

tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat memicu 

terjadinya peristiwa hukum, hal ini pula yang kemudian mempengaruhi 

semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini, 

sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma 

pergaulan hidup manusia ialah kejahatan yang merupakan permasalahan 

sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan 

korbannya adalah anggota masyarakat juga. 

Permasalahan kejahatan merupakan permasalahan abadi dalam 

kehidupan manusia, seiring dengan berkembangnya tingkat peradaban umat 

manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia hingga 

saat ini diwarnai dengan berbagai upaya manusia dalam mempertahankan 

kehidupannya. Dalam kaitannya dengan kejahatan, dimana kekerasan 

merupakan suatu fenomena dalam upaya mencapai tujuan suatu kelompok 

tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perseorangan untuk 

mempertahankan hidup tersebut, maka kekerasan merupakan tambahan dari 

bentuk kejahatan itu sendiri, yang kemudian menjadi permasalahan sosial. 

Jadi pada dasarnya, permasalahan sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan 
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moral. Permasalahan tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata 

kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. 

Fenomena tersebut pula yang menjadikan masyarakat khawatir 

dengan adanya tindak kejahatan yang mana tak dapat diprediksi kapan dan 

di mana kejadian tersebut akan menimpa mereka. Keadaan inilah yang 

menimbulkan ketidak nyamanan masyarakat dalam hal bepergian keluar 

rumah terlebih pada keadaan malam hari, yang mana akan lebih banyak 

timbulnya tindak kejahatan pada saat tersebut. 

Salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi terutama pada malam 

hari adalah kejahatan “Begal”. Kejahatan tersebut secara umum merupakan 

tindak kejahatan dengan cara perampasan atau pencurian harta benda 

korbannya disertai dengan adanya kekerasan. Belakangan ini kasus begal 

sangat ramai terjadi di beberapa kota di Indonesia dan hal ini cukup 

menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Sasaran pembegalan ini umumnya 

adalah pengendara sepeda motor, pelaku kejahatan begal terkadang tidak 

mengenal waktu untuk melakukan aksinya, kadang dilakukan pada siang 

hari, namun lebih sering dilakukan pada malam hari, yang mana suasana 

jalan sangat sepi dan dapat membuat pelaku lebih lengang untuk 

menjalankan niat buruknya. Hal tersebut sangatlah meresahkan, terutama 

masyarakat yang bekerja dan pulang saat malam hari.  

Pembegal tidak segan-segan untuk melakukan aksi begal pada siapa 

saja seperti wanita, pria, bahkan kepada anak-anak. Untuk melancarkan 

aksinya pelaku begal biasanya merampas harta benda korbannya dengan 
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paksa dan tak segan-segan untuk melukai korbannya dengan senjata baik 

dari benda tumpul maupun senjata tajam. Perbuatan tersebut bisa dilakukan 

oleh satu orang atau lebih dengan modal keberanian dan senjata yang 

digunakan untuk mengancam korbannya, terkadang ada saja hal yang 

membuat pelaku begal geram atas korbannya, apabila sang korban tidak 

segera menyerahkan harta benda yang diminta oleh pelaku begal. Kemudian 

jika ancaman dengan menggunakan senjata tidak berhasil, maka begal akan 

tidak segan untuk melakukan aksi nekatnya yang bahkan tidak 

memperdulikan nyawa korbannya.  

Kejahatan begal tidak diatur dalam hukum positif, karena istilah 

tersebut digunakan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan yang 

mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta benda. Dalam 

hukum positif, kejahatan begal masuk dalam koridor pencurian sebagaimana 

diatur dalam Buku II KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan Pasal 365 

KUHP dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan ancaman 

kekerasan (Hendriana et al., 2016). Jika mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di 

atur didalam Pasal 479. 

Namun mungkin beda cerita apabila korban pembegalan melakukan 

perlawanan dengan cara membela diri. Jarang sekali ketika keadaan tersebut 

terjadi korban pembegalan akan melawan, biasanya korban akan pasrah dan 

langsung memberikan kendaraan atau harta bendanya. Dibutuhkan mental 

dan fisik yang kuat untuk menghadapi begal dalam melakukan perlindungan 
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diri. Tetapi bagaimana jika perlawanan tersebut kemudian menimbulkan 

hilangnya nyawa bagi pelaku begal. 

Seperti hal nya pada Putusan PN KEPANJEN Nomor 1/Pid.Sus-

Anak/2020/PN Kpn. Seorang pelajar di Malang yang membunuh begal 

karena melindungi teman wanitanya divonis hukuman satu tahun menjalani 

sanksi pidana dengan berada di Lembaga Kesejahteraann Sosial Anak 

(LKSA) oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang. 

Majelis Hakim memutuskan ZA terbukti melakukan tindakan penganiayaan 

yang berujung kematian berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP (Putri & 

Ravena, 2020). 

Keadaan tersebut harus dijalani karena perbuatannya yang 

menghilangkan nyawa orang lain dan harus mempertanggungjawabkannya 

di depan hukum. Pasal yang digunakan dalam putusan pengadilan tersebut 

menjadi pertanyaan, yang mana tujuan akhirnya untuk membunuh 

sedangkan pelaku pembunuhan tersebut melakukan untuk pembelaan 

terpaksa melampaui batas yaitu pasal 49 ayat (2) dimana pelaku mengalami 

keguncangan jiwa yang hebat sebagai adanya ancaman atau serangan dari 

para begal. Putusan tersebut dirasa tidak adil oleh terdakwa, kerabat, dan 

bahkan masyarakat pada umumnya (Putri & Ravena, 2020). 

Sehingga hal ini menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran bagi 

masyarakat, karena jika melakukan hal membela diri dengan melakukan 

perlawanan pada begal tersebut hingga dapat menyebabkan kematian, maka 

yang ditakutkan oleh masyarakat umum adalah tindak pidana yang berujung 
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kepada pemenjaraan. Kemudian hal tersebut dapat menyebabkan 

kebingungan di masyarakat tentang apakah korban pembegalan yang 

membunuh pelaku begal tersebut untuk membela diri juga dapat dikenai 

pidana. 

Dengan adanya peristiwa tersebut, terdapat landasan yuridis mengenai 

perbuatan dalam hal upaya melakukan pembelaan diri pada pelaku 

kejahatan begal. KUHP mengatur adanya pembelaan terpaksa (Noodweer) 

dan pembelaan terpaksa melampaui batas (Noodweer Exces) yang tercantum 

didalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi: 

Pasal 49 ayat (1) KUHP  

Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan 

terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan 

kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada 

serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang 

melawan hukum. 

Pasal 49 ayat (2) KUHP  

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan 

oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman 

serangan itu, tidak dipidana. 

Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) perubahan atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP belanda (Wetboek van 

Strafrecht), mengenai pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa 

melampaui batas yang berbunyi:  

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023  
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Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak 

dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan 

terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan 

hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti 

kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain. 

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023  

Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui 

batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena 

serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak 

dipidana. 

Pembelaan terpaksa melampaui batas atau dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Noodweer Exces. Ini 

muncul karena situasi dimana seorang korban suatu tindakan kejahatan 

berada dalam situasi atau keadaan terdesak sehingga terpaksa melakukan 

perlawanan untuk mempertahankan dan menyelamatkan harta benda, 

kehormatan, maupun jiwanya (Heatubun R. Heavenio et al., 2022). 

Dalam hal ini perbuatan pembelaan diri ini berkaitan dengan jiwa 

yang sangat tergoncang, maka hal ini berkaitan dengan keadaan jiwa 

seseorang yang tidak normal. Jiwa/perasaan yang tergoncang ini dapat 

berupa rasa ketakutan, rasa kebingungan, rasa marah, rasa jengkel, rasa sakit 

yang timbul selaku akibat dari serangan terhadap dirinya, baik badan 

maupun kesusilaan ataupun barang miliknya sendiri atau orang lain 

(Heatubun R. Heavenio et al., 2022). 

Dengan adanya keadaan tersebut terdapat suatu serangan yang 

melawan hukum yang dapat mengancam keselamatan jiwa, sehingga 

seseorang dapat menimbulkan daya paksa (Overmacht) untuk melakukan 

suatu pembelaan (Noodweer) yang di dalam suatu keadaan darurat. 
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Sedangkan perlampauan batas atas perbuatan pembelaan diri tersebut 

disebut dengan (Noodweer Exces) (Anggraeni & Mahyani, 2022). 

Namun, apakah tindakan membela diri yang mengakibatkan kematian 

terhadap pelaku kejahatan seperti begal, yang dilakukan sebagai upaya 

pembelaan terpaksa melewati batas, dapat dianggap sah. Ini karena 

Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menjamin 

perlindungan terhadap hak-hak asasi semua warga negara, termasuk hak 

atas kehidupan. Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa setiap individu 

memiliki hak untuk hidup dan bahwa kehidupannya harus dihormati sesuai 

dengan hukum. Ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab 

untuk melindungi nyawa setiap orang dari segala bentuk ancaman atau 

pelanggaran yang dapat membahayakannya. 

Dalam konteks hukum, keadilan menuntut bahwa semua individu, 

termasuk pelaku kejahatan, memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum. 

Namun demikian, situasi di mana pelaku kejahatan menjadi korban 

pembunuhan sering kali kompleks dan memerlukan penilaian terhadap 

keadaan kasus secara spesifik. 

Situasi di mana pelaku kejahatan menjadi korban atau sebaliknya 

dapat menjadi sangat kompleks dan sering kali menimbulkan pertanyaan 

hukum dan etika yang mendalam. Ketika pelaku kejahatan menjadi korban, 

hal ini sering kali menimbulkan dilema moral dan hukum. Meskipun pelaku 

kejahatan telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, mereka tetap 

memiliki hak untuk dilindungi dari ancaman fisik atau kehidupan mereka. 
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Ini berarti mereka memiliki hak untuk tidak menjadi korban tindak 

kekerasan atau pembunuhan. 

Di sisi lain, ketika korban menjadi pelaku kejahatan, situasinya juga 

membingungkan. Terkadang korban kejahatan dapat melakukan tindakan 

yang melanggar hukum dalam konteks balas dendam atau situasi yang 

ekstrem akibat trauma atau tekanan psikologis yang mereka alami. Dalam 

keadaan seperti ini, penanganan hukum yang adil dan prosedural sangat 

penting. Sistem hukum biasanya mempertimbangkan keadaan khusus dari 

setiap kasus untuk menentukan tanggung jawab dan akibatnya secara adil, 

sambil mempertimbangkan hak-hak dasar yang dijamin oleh hukum untuk 

semua individu. 

Namun, dengan mendalami ilmu viktimologi, pelaku pembunuhan 

tidak selalu dapat dianggap sepenuhnya bersalah karena pembunuhan yang 

terjadi dapat dipicu oleh tindakan korban yang turut aktif dalam kejadian 

tersebut. Oleh karena itu, tidaklah tepat untuk menganggap pelaku 

sepenuhnya bersalah, karena dalam beberapa kasus korban juga dapat 

memiliki peran yang dapat dianggap salah. Viktimologi berusaha untuk 

memberikan pemahaman yang lebih dalam dan memberikan pencerahan 

mengenai masalah kejahatan, mempelajari para korban kejahatan, proses 

viktimisasi, serta dampak-dampaknya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan 

kebijakan dan tindakan pencegahan kejahatan yang lebih bertanggung 

jawab. Secara terminologis, viktimologi mengacu pada studi yang 

memfokuskan pada korban, penyebab terjadinya korban, dan dampak yang 
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timbul akibat kejadian tersebut sebagai fenomena sosial yang dihadapi 

manusia. 

Berdasarkan latar belakang fenomena tersebut, penulis bertujuan 

untuk melakukan penelitian yang akan dipresentasikan dalam bentuk skripsi 

dengan judul "Noodweer Exces Terhadap Pelaku Pembegalan Ditinjau 

Dari Perspektif Viktimologi". 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah: 

1. Bagaimana analisis hukum pidana dalam peniadaan hukuman terhadap 

korban pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui 

batas (Noodweer Exces)?  

2. Bagaimana perspektif viktimologi terhadap pelaku pembegalan yang 

meninggal akibat pembelaan terpaksa melampaui batas (Noodweer 

Exces) oleh korbannya?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis membuat tujuan 

dalam penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui analisis hukum pidana dalam peniadaan hukuman 

terhadap korban pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa 

melampaui batas (Noodweer Exces).  
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2. Untuk mengetahui perspektif viktimologi terhadap pelaku pembegalan 

yang meninggal akibat pembelaan terpaksa melampaui batas (Noodweer 

Exces) oleh korbannya. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan diharapkan berguna untuk memberikan informasi 

dan kontribusi bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, 

akademisi, institusi, aparat penegak hukum dan masyarakat umum. 

Sebagai upaya untuk memahami landasan kajian dari keilmuan 

viktimologi serta perlindungan hukum bagi seseorang yang 

melakukan pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui 

batas pada kejahatan pembegalan. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis skripsi ini diharapkan dapat menambah 

informasi dan wawasan bagi masyarakat, pemerintah, dan aparat 

penegak hukum pada kejahatan pembegalan dalam mewujudkan 

upaya hukum serta keadilan dan perlindungan bagi korban yang 

melakukan pembunuhan pada pelaku pembegalan sebagai upaya 

pembelaan terpaksa melampaui batas. 

1.5. Sistematika Penelitian 
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Sistematika penulisan pada skripsi dibagi menjadi beberapa bab, 

dengan pokok bahasan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah terkait 

pembelaan terpaksa melampaui batas pada pelaku kejahatan 

pembegalan yang menjadi korban pembunuhan oleh korbannya 

ditinjau dengan ilmu viktimologi. Bab ini juga berisi rumusan 

permasalahan dari penelitian, tujuan penelitian dan manfaat yang 

diharapkan dari hasil penelitian ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tentang Kerangka Pemikiran, Kerangka Konseptual, 

dan Kerangka Teori yang berisi uraian mengenai: Theory of 

necessary defense, Theory of pointles punishment dan Victim 

Precipitation Theory. Bab ini juga memuat State of the art yang 

berisikan penelitian sejenis. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam kajian 

penelitian skrispi ini. 

BAB IV  HASIL DAN PENELITIAN  

Berisi simpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian terkait noodweer exces terhadap pelaku 

pembegalan ditinjau dari perspektif viktimologi serta berbagai 

saran sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  
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BAB V  PENUTUP  

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang memaparkan 

kesimpulan penelitian dan saran serta rekomendasi bermanfaat 

terkait  noodweer exces terhadap pelaku pembegalan ditinjau dari 

perspektif viktimologi.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

(1) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam 

hukum pidana memungkinkan seseorang menggunakan kekerasan 

atau tindakan lain dalam menghadapi serangan fisik yang mendesak 

untuk melindungi diri sendiri atau orang lain. Meskipun tindakan ini 

dapat diterima dalam konteks tertentu, seperti pembelaan terhadap 

pelaku kejahatan, penting untuk diingat bahwa penggunaan kekerasan 

yang melampaui batas tidak selalu menghapuskan tanggung jawab 

pidana. Penilaian akhir mengenai apakah tindakan tersebut sah atau 

tidak bergantung pada pemenuhan persyaratan hukum yang relevan 

serta keputusan hakim, yang mempertimbangkan situasi kejadian, 

tingkat ancaman, dan kondisi emosional pelaku.  

(2) Viktimologi adalah studi yang mendalam mengenai korban kejahatan, 

meliputi penyebab, dampak sosial, serta peran dan keterlibatan korban 

dalam kejahatan. Disiplin ini memeriksa bagaimana korban 

berinteraksi dengan pelaku, faktor-faktor yang membuat mereka 

rentan, dan dinamika kejahatan yang melibatkan korban. Dalam kasus 

kejahatan begal, yang biasanya pelaku pembegalan melakukan 

pencurian dengan kekerasan pada korbannya, namun bisa saja 

keadaan tersebut terbalik, di mana korban melakukan tindakan 
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pembelaan melampaui batas dengan kekerasan pada pelaku begal 

yang dapat mengakibatkan kematian. Ini menciptakan dilema dalam 

menentukan siapa yang merupakan pelaku dan siapa yang merupakan 

korban, di mana ada yang pelaku begal atau pembunuhan serta ada 

korban dari perampokan atau pembunuhan. Kajian viktimologi 

memberikan tipologi korban dengan melihat derajat kesalahan serta 

peran berbeda-beda pada korban kejahatan, dengan adanya konteks 

kejahatan begal tersebut, korban pembunuhan yang merupakan pelaku 

pembegalan dapat dikategorikan pada (Victims are more guilty than 

the offender) yaitu korban yang lebih bersalah dari pelaku, sehingga 

dengan kesalahan yang diperbuat dikarenakan adanya provokasi atau 

ancaman yang dilakukan menyebabkan pelaku pembunuhan 

mengambil tindakan berlawanan dengan hukum sebagai upaya 

pembelaan diri. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberi saran 

sebagai berikut: 

Dalam ranah hukum, tindakan Noodweer Exces yang diambil 

seseorang sebagai upaya pembelaan diri tidak lepas dari perhatian aparat 

penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Pada kepolisian 

dapat memberikan pelatihan dan pemahaman tentang prinsip Noodweer 

Exces dalam penanganan kasus serta dalam penyelidikan awal dan pastikan 

penahanan dilakukan dengan prosedur yang benar sesuai dengan hak 
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tersangka untuk menjaga keadilan proses hukum. Di tingkat kejaksaan dapat 

melakukan evaluasi bukti dengan cermat dalam menuntut kasus Noodweer 

Exces sebagai pertimbangan aspek keadilan pastikan bahwa semua faktor 

mitigasi diperhitungkan dalam proses hukum pada dakwaan dan penuntutan, 

serta pada proses hakim di pengadilan, dapat melakukan pertimbangan 

semua aspek yang relevan dan mempelajari, memahami ilmu viktimologi 

dalam proses hukum seseorang yang melakukan tindakan Noodweer Exces, 

pada proses pengadilan libatkan ahli viktimologi dalam melihat aspek dan 

peran korban atau psikolog forensik dalam konteks kegoncangan jiwa yang 

hebat pada seseorang yang melakukan tindakan Noodweer Exces untuk 

melakukan analisis mendalam terhadap konteks kejadian yang dapat 

menjadikan pertimbangan pada putusan yang memberikan keadilan tidak 

hanya bagi terdakwa tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan adanya 

penanganan yang baik dapat memperoleh keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum.  
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